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Abstrak 
Kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi ushûl al-fiqh dan memperbarui pemahaman 
fiqh bukan saja didasari oleh kenyataan bahwa ushûl al-fiqh dan fiqh merupakan produk 
suatu zaman, tetapi juga oleh adanya tuntutan yang mendesak dalam konteks realitas 
kehidupan yang penuh keragaman. Tulisan ini mengetengahkan kajian yang apik 
tentang logika transformasi hukum, maqâshid al-syarî'ah. Kajian artikel ini menyebutkan 
bahwa maqâshid al-syarî'ah merupakan sumber dari totalitas hukum Islam yang pada 
tataran implementatifnya dapat dijadikan sebagai paradigma pengambilan hukum 
Islam. Oleh karena itu, sekiranya ada satu ketentuan hukum Islam baik dalam al-
Qur'ân maupun al-Hadîth yang bertentangan secara substantif dengan maqâshid al-
syarî'ah, maka ketentuan hukum tersebut mesti direformasi demi logika maqâshid al-
syarî'ah.  
Kata kunci: maqâshid al-syarî'ah, fiqh, ushûl al-fiqh, syari‟ah, logika hukum Islam, filsafat 
hukum Islam   
Abstract 
The demand to reconstruct the ushûl al-fiqh and to renew the understanding of Fiqh is not only 
based on the fact that both are the products of certain era, but also due to the provision of the urgent 
demand in the context of pluralistic society. This paper presents a thorough study of logic of law 
transformation, maqâshid al-syarî'ah. It is to advocate that maqâshid al-syarî'ah is the source of 
the totality of Islamic law, which in its level of implementation can be used as a paradigm of Islamic 
lawmaking. For this reason, should there be the provision of substantially contradictory Islamic law 
either in the Al-Qur'ân or Al-Hadîth against maqâshid al-syarî'ah, the stipulated law should be 
reformed for the logic of latter. 
Keywords: maqâshid al-Syarî'ah, fiqh, ushûl al-fiqh, sharia, logic of Islamic law, Philosophy of 
Islamic law 
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Pendahuluan 
Penggunaan teori maqashid dalam kajian hukum Islam dan bahkan dalam kajian 
Islam lainnya, akhir-akhir ini telah menjadi “trend” akademik. Walaupun dan harus 
diakui, diskusi tentang maqashid telah melampui dinamika perkembangan pemikiran 
Islam, terutama dalam kajian hukum Islam. Karenanya, beberapa karya dan tokoh-
tokoh Islam berabad-abad telah mendiskusikannya dengan baik dan apik. 
Kecenderungan tersebut, tampaknya mengingat maqashid menjadi pilihan moderat 
dalam memahami dan mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah kehidupan 
umat yang dibingkai oleh berbagai keragaman.  
Pilihan dan atau trend seperti ini tampaknya diinspirasi oleh suatu paradigma 
yang meletakkan maqashid sebagai model pendekatan moderat. Moderatisme 
maqashid tampaknya diakui oleh sejumlah pemikir maqashid, di antaranya adalah al-
Raysuni dalam statement akademisnya menyatakan 
ااوووو   ػ اهروووو تاخأخاا اووووف ااغا ووووماااووو مااتالاووووعالوووونفااووووض طفي اافيفاحواهروووو تاخأ اذإوووصجلاف
ا اوووٌ  ا يوو  اا  وووصس  ا اوو احووورقجواالااووطنلخا اووو ا سووقطفابوووحجفافااووجطػمانوووتاياافاووصانما
ااصانماهطنح اىفايعبالخا افخي ما اقلمخاءردااحلاصلمخاب  واعراشلخا 1 
“Nash-nash (teks-teks), apabila diambil (pemahamannya) dari segi lahir (zhâhir) dan hurup-
hurupnya saja, niscaya akan menyempikan cakupan (ungkapan)-nya dan sedikitlah 
kontribusinya. Dan apabila yang diambil 'illat dan maksud-maksud teks (makna terdalamnya), 
niscaya nash-nash itu akan menjadi sumber pengetahuan yang tidak akan pernah hilang 
maknanya, terbukalah pintu penalaran analogis (al-qiyâs) dan melapangkan pintu 
kemaslahatan (al-istishlâh), serta hukum-hukum itu sendiri akan berlaku secara alami dalam 
merealisasikan tujuan-tujuan al-syâri', menarik mashlahat dan menolak mafsadat.” 
Pernyataan ini menegaskan, bahwa penggunaan teks sebagai metode tetap memiliki 
relevansi, tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya ada ruang dimana teks niscaya tetap 
dijadikan sebagai perangkat metodologis pemahaman terhadap ajaran Islam.  
Sungguh pun demikian, penggunaan metode tekstual dalam kajian hukum 
memunculkan kegelisahan tersendiri dikalangan para sarjana hukum Islam. 
Kegelisahan akademis ini muncul ketika mempelajari fiqh dan atau ushul al-Fiqh 
adalah “jarangnya” penggunaan maqashid dalam memahami hukum Islam, dan 
kegelisahan ini tampak begitu kentara dari pernyataan Thahâ Jâbir al-'Ulwânî, dalam 
muqaddimah buku Nazhriyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibî seperti dikutip 
Ahmad al-Raysûnî, mengatakan, “kita menyadari bahwa (banyak) karya dan 
pemikiran dalam hukum Islam, namun sebagian besar menampakkan kevakuman 
dan kelemahan dalam membangun kehidupan dan kreativitas.  
                                                                 
1
Ahmad al-Raysûnî, Nazhriyat al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibî (Riyâdh: al-Dâr al-
'Âlamiyah li al-Kitâb al-Islâmî wa al-Ma'had al-'Alamî al-Fikr al-Islâmî, 1981), 360.   
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Hal itu terjadi, "karena hilangnya" atau "dihilangkannya" ruh atau teori 
maqâshid. Fenomena intelektual seperti inilah yang ditengarai oleh Muhammad 
Thâhir bin 'Âsyûr, seorang sarjana hukum Islam dari Tunisia, sebagai salah satu 
sebab terjadinya kevakuman berpikir dalam bidang fiqh.2 Thâhir bin 'Âsyûr, seperti 
dikutip Thahâ Jâbir al-'Ulwânî, mengatakan: 
 ا جغ ووشثاما  و تاا  ووػفاتا اوٌ تا نجوولافإوػمااءاو نق لاوووابىادإواياىووفاابةو ااووصانلمخاَاواف اةاوي
 نماااوثًماةاواءا نقلخااضباؼلاايتلخا طحلخا ل سما 3 
“Mengabaikan maqâshid merupakan (salah satu) sebab (terjadinya) kemandekan besar yang 
dialami para fuqahâ (dalam upaya mengembangankan hukum Islam) dan hilangnya 
penyingkapan hukum-hukum yang bermanfaat, serta membuat orang bosan dengan masalah-
masalah hilah yang menjadi kecenderungan para fuqahâ, baik dalam skala banyak maupun 
sedikit.”  
Kritik 'Ulwânî maupun 'Âsyûr tersebut tidak berarti mengabaikan karya fiqh 
para fuqahâ. Namun mereka melihat adanya kecenderungan pemahaman fiqh yang 
“terlalu” legal formalistik dan terkesan "mengabaikan" dimensi maqâshid. Hasan al-
Turabî bahkan menenggarai gagasan ushûl al-fiqh dan fiqh yang ada selama ini masih 
dalam tataran abstrak. Hasan al-Turabî berkata: 
“Dewasa ini kita perlu mengkaji kembali ushûl al-fiqh dalam konteks hubungannya dengan 
realitas kehidupan. Sebab, produk-produk ushûl al-fiqh dalam tradisi pemikiran fiqh kita masih 
bersifat abstrak dan berupa wacana teoretis yang tidak mampu melahirkan fiqh sama sekali 
dan justru melahirkan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Padahal, fiqh dan ushûl al-fiqh 
semestinya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern.”  4 
Secara lebih kritis, Akhmad Minhaji juga melihat bahwa apa yang disebut 
sebagai fiqh dan ushûl al-fiqh yang ada selama ini cenderung dianggap sebagai dogma 
yang tidak boleh disentuh nalar, padahal baik fiqh maupun ushûl al-fiqh pada masa 
awal Islam amat dinamis dan berkembang. Lebih jauh, Akhmad Minhaji 
mengatakan: 
“Memang sangat disayangkan karena dalam perjalanan sejarahnya, fiqh yang semula berupa 
ilmu beralih menjadi dogma. Akibatnya, pemikiran fiqh (juga ushûl al-fiqh) yang pada masa 
awal Islam amat dinamis dan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan 
masyarakat kemudian berubah menjadi sebuah dogma yang harus dihafal, dipertahankan, dan 
diikuti apa adanya. Pemahaman dan pemikiran hukum Islam (fiqh) yang merupakan hasil 
                                                                 
2Lihat. Thahâ Jâbir al-'Ulwânî, "Muqaddimah al-Ma'had", dalam Ahmad al-Raysûnî, Nazhriyat 
al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibî (Riyâdh: al-Dâr al-'Âlamiyah li al-Kitâb al-Islâmî wa al-Ma'had 
al-'Alamî al-Fikr al-Islâmî, 1981), 13.  
3
Ibid. Lihat. Nu‟mân Jughaim, Thurûq al-Kasyf i „An Maqâshid al-Syarî‟ah, Cet. 1 (Yordan: Dâr al-Nafâ‟is, 
2002), 8.  
4Hasan al-Turabi, Fiqih Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis, ter. 
Abdul Haris dan Zaimul Am (Bandung: Arsy, 2003), 50. 
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kreasi manusia yang bersifat dinamis, relatif, dan profan beralih menempati posisi syarî'ah 
yang bersifat absolut, suci dan sakral (taqdîs al-afkâr al-dinî).”5 
Perspektif akademis di atas, menyiratkan suatu tuntutan untuk melakukan 
kajian ulang terhadap ushûl al-fiqh dan fiqh itu sendiri. Kebutuhan untuk melakukan 
rekonstruksi ushûl al-fiqh dan memperbarui pemahaman fiqh bukan saja didasari oleh 
kenyataan bahwa ushûl al-fiqh dan fiqh merupakan produk suatu zaman, tetapi juga 
oleh adanya tuntutan yang mendesak dalam konteks realitas kehidupan yang penuh 
keragaman. 
Maqashid; Genealogi Akademik dan Metodologis 
Diskursus tentang maqâshid, secara geneologis dapat dilihat dari dua sudut; 
normativitas dan historisitas. Sudut normativitas di sini adalah bahwa seluruh isi al -
Qur‟ân dan al-Sunnah, semuanya mengandung maksud, baik yang bersifat umum 
maupun yang khusus. Karena itu, dapat dikatakan bahwa seluruh rangkaian nash-
nash, baik al-Qur‟ân maupun al-Sunnah dapat ditemukan maqâshid-nya, terutama 
ayat-ayat maupun hadis-hadis hukum (al-Nushush al-Syar‟iyah). Dengan kata lain, 
sesungguhnya maqâshid syari‟ah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur‟ân diturunkan 
dan al-Hadis disabdakan oleh Nabi. Karena maqâshid syari‟ah pada dasarnya tidak 
pernah meninggalkan nash, tetapi selalu menyertainya, yang terhimpun dalam ayat:  
ةالماػ لا ا راف اواج  رتااما 6 ا 
Menafsirkan ayat di atas, al-Zuhaili berkomentar:  
الووسنلاوالااووجلخا إوونطلاطبووسًلخاَخاوت اا وو يلخاَاوو ر اخووما وواًحلخا او خاا ووفاايووفاىفاووػعا اؼوايا
ا ىفاووػعاَاونفاط مانسوو سااَاوػلخاا إوونطلاةخ ووالمخاا اوسًلخا ووػمااوجلاتتااطهاووج،بلاوااج و رااج وو رتااونل
لااوج لاؼفاوجمااافاوو الا و ا ووطفااوفاحلخااووجلاتتااطلوسنلاوالااوجلخ وقط ااىفاووػعا اةاللهاو ابووثاطااةايوونلخ
ا ىفاووووػعاَاووونفاط ماووو اا اوووغا ٌوووش اخفروووولخاةاجم ووولمخايوووشةوااط إووومتايووووشايوووت لا اوووضلاةايووونلخاخروووفاة 
اوووو أاطلتاا أوخروووغابووو لااتاوووسغتا ي لاووو اةإوووجم فافاخفرووولخاةتااطخ أووووابىاخ أيووويتابووو لاةتاهاحلاوووصلخاةإووو اػياط
ةااف اا اطنػلخاعايفا طنواخماٍلأاواغاا 7 
Dan, masih lagi ayat-ayat lainnya, seperti dalam “QS. al-Hadid, 25”, “QS. al-
Isra‟, 10”, “QS. al-An‟am,125”, “QS. al-Nisa', 65” dan ayat-ayat lainnya. Berbagai 
informasi Qur‟ani tentang maqâshid tersebut terus diaktualkan oleh Nabi Muhammad 
saw. sebagai bentuk riil dari posisi beliau sebagai pembawa risalah Islam, baik dalam 
bentuk perkataan, perbuatan dan taqrir beliau. Nabi yang menyatakan, “Sesungguhnya 
                                                                 
5Akhmad Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial 
(Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2004), 33-34. 
6QS. al-Anbiya‟ : 107  
7
Muhammad Mushtafa al-Zuhaili, Maqashid al-Syari‟ah, (Ttp. Tp. Tt.), 4   
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Allah mengutusku untuk memberi kemudahan, dan bukan mempersulit.”
 
Visi prophetis 
maqashid ini kemudian diteruskan oleh para sahabat beliau, ketika mereka tidak 
menemukan nash baik dalam al-Qur‟an maupun terhadap suatu masalah baru, 
dengan cara mereka ber-ijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan di balik ayat 
maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum yang dapat diwariskan 
kepada generasi sesudahnya. Menggambarkan kenyataan ini, Samih „Abd. Al-
Wahhab al-Jundi, berpendapat: 
انووو ػيا واحووو لخااووو غاىووفان وووص ايوووتلخا َدخإووجلخاا  اوووسلمخاىوووفا ػايووشلخا اوووٌ تا وووفيػلما ووياحلخاة 
 ووولاالخا ووػمراعاوووسعخااووػ ا ر اءاوووحتتاىووفاءاوووا ػلخاليووق ااوووػ اٍوولأاا اوووصانلمخاخووغاةإووونحبفابضمووما
اب وو اا ووط غا ا  وصا اَإوو راىوىغا يووا اه وحػلمخاا  اووسلمخانوتايا إووبجلخااو غاهووقفا  طم و  
ااووواطفارااووش لخاىووف اةا وو افابووثا ووط غا ا  ووصا ووو افاااووػ اةإوونحبوااةااووض  فا واحوو لخا بووصتااوواج،و
 ووووفيػلما ػايوووشلخااوووصانماىوووف يحجلخاخووومااووو افاةاوووٌفا  ووو ااقسما اووو ف اا وووق سوماهخيحجلاوووفا بضموووطوا
ا ووونػلخاا وونجلخاةاووو اؼووا  ا وووغإجسماقوو تاىووىغا إووونفابفداووض يخاةاووويااوومانا ووولداجلخا  اووسلمخا اووٌ ت
اخووووما يوووو ابمابوووًحلخا ابحسوووو خاخوووما ووووساً االاووووصنماا مجووو لا وووو يفاحلخاا ووو إل لخا وووولفالخاةاوووبا
ا لإوووووصتاىووووىغا ويوووو سلخاا  فابووووو تاالي اووووحتاىووووىغالاووووحل اا ووووواحلخا وووونوياوا ووووص وس خاا طلاوووولخ
اةاغخيوووما  ووو اجيتااةاوووو ا راوووػسلخا وووولد اىوووىغاةا ماوووغا هوووو زلخاحلاوووصماا ػايووووشلخااوووصانماٍووولأاىووووف
ااوووووصانلمخاىووووف ايووووحجلخاةاوووووٌفا ا ووووسقتااووووصانلمخااحلاوووووصلمخابوووو خيماةاوووو اةاحبيوووووما  وووولد ااذإووووصجلخ
ااو تااهاثاوحمااعاوعاتاخومالإيردتاوما و لاػلمااورايوعاخاج وسمااخاويااا مخيمتاب  بماخما طغيشلخ
لخا فداض ي افراػلمخاا ايشلخاضباف ا اٌ  ا ابحس خابسفافايتا 8   
Fenomena ini tampak dari ijtihad 'Umar bin al-Khaţţâb,9 Di antara ijtihad 
'Umar adalah, pertama, 'Umar tidak membayarkan zakat kepada kaum mu'allaf dan 
menolak membayarkannya kepada mereka, padahal al-Qur‟ân secara eksplisit 
menegaskan perintah pembayaran tersebut; Kedua, tidak menerapkan hukum potong 
tangan bagi pencuri, padahal al-Qur‟ân secara tegas memerintahkannya; Ketiga, 
'Umar tidak membagikan harta rampasan perang. Tindakan 'Umar ini, menurut 
Sumanto al-Qurtubi, membuktikan bahwa sejak detik pertama kehadiran Islam, 
ajaran Islam sudah mengalami proses rasionalisasi, sekularisasi, dan adaptasi dengan 
kebudayaan setempat.10 Dari realitas sejarah di atas, tampak bahwa hubungan antara 
                                                                 
8
Samih „Abd. al-Wahhab al-Jundi, Ahammiyah al-Maqashid al-Syari‟ah al-IslamiyahWa Atsaruha 
Fi Fahmi al-Nashshi Wa Istinbath al-Alhukmi,  (Damsiq: Muassasah al-Risalah, 20-8), 38-39.  
9Munawir Sjadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Jalaluddin Rachmat ed. Ijtihad 
dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1991), 122-123. 
10Sumanto al-Qurtuby, Lubang Hitam Agama Mengkritik Fundamentalisme Agama, Menggugat 
Islam Tunggal (Yogyakarta: Rumah Kita, 2005), 32. 
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praktek maupun pendapat shahabat dengan maqâshid al-syariah begitu kental, 
sebagaimana diurai oleh Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, berikut ini:  
 طوووووحمتاابفااوووووسفاا واحووووو لخاَخإووووومتاةتاىوووووفاخووووواً اهااحووووو لخاَإوووووماااوووووصانلمخاةاووووو ا  ووووصلخااووووومابض
ااوووصانلمخالروووفاىوووف اهاوووقسلسا إووويااخوووما وو اخإ يوووصااووواواءخإووو ا اوووض غخيماااوووصانلمخاراوووبسغخانجاووح 
ا جووو ااوووض ج،وايوووتلخا تابويوووًلخاةايووونلخااوووضباهوواتايوووتلخا وووق سولمخااوووصانلمخاىوووىغاب ماوووق اوا تا اوووضبا وواػلخا
خيوين اا ػفاافإماب  اا ط غا ا  صاَإ يلخا 11 
Namun demikian dan sebagai catatan, apa yang dilakukan 'Umar tersebut 
mendapat kritikan tajam al-Mûsawî yang menyatakan bahwa tindakan 'Umar benar-
benar telah melakukan penyimpangan atas naş-naş al-Qur‟ân. al-Mûsawî mengatakan: 
ايىرووولخاىووفايووىيا ووم   ااهووو امابض اوواغ اىووىغامجوولخاةتاأووقوفافافااف ووو افااوواماخرووفاابطووًحلخ
اخاوووطنمالوووو سػثاةتااوووجلاق،ووولااا وووطفا ضةوو --الروووفاَاوووحلخا--اا اخوووماةاا وووس اف ااووومالاإوووش ا ووو ػما ت
ةاا  اخما اثاق،لاا لإ راخمااتاىفاػعا 12 
“Sangat jelas bahwa naşh telah menegaskan untuk membagikan (memberikan) zakat kepada 
mereka. Perintah ini pun jelas disebutkan dalam al-Qur'ân (al-dhikr al-hakîm). Tidak ada 
perbedaan dan tidak ada keraguan. Kami tidak menganggap perintah naşh (untuk 
membagikan zakat itu) sebagai naşh yang terikat (terbatas), atau karena adanya 'illat tertentu, 
kecuali hal tersebut berada di tangan kekuasaan Allah atau Rasul-Nya.” 
Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, apa yang dilakukan oleh 'Umar 
tersebut merupakan bukti sejarah yang tidak dapat diabaikan dan sekaligus 
menunjukkan adanya tindakan penalaran bebas terhadap ajaran Islam, dengan 
maksud untuk menemukan kemaslahatan (rûh al-hsharî'ah). Apa yang dilakukan oleh 
para shahabat tersebut digambarkan oleh „Abd. al-Rahman Shalih Babakar, sebagai 
upaya untuk mencari rahasia di balik ketentuan suatu hukum.  
احو لخاءاوياا طم وو  ا وم ا داوطماىوىغاءاوق  ا اعيو اىوىغاءاووجمتاب و اا وط غا اىىوصالاوػ ا و
ابض ووو يخاااوومااا ووصا اب ووو اا ووط غا اىىووصاَإووو يلخا اوو را روولخاحووويخإلخاهوو يالخاىووىغاخاراووسف
ا اوووٌ  ا ابحسووو خاىوووفابفاووو يا راوووصماخإلروووبفا داووو سلمخا اوووف اددخإووو اا اووونػلمخا اوووطحلخا ياوووشم
ىوىغاخإوونفااةتااوػ ااؼووفراااووض فااوصانلمخاهووطنحسواخإوجنط اادإوو زلخا ػايو اضيتاخإووا ػفاؼايوش لخارخيوو ت
انووووس،لااوووضيتاخااوووونسغخااووواىااووو ماٌ تااليووووالخايوووسي وابوإووونلخا قجوووولخاىوووىغااووو  ا اا ووووم اخوووغانيوووحلخ
اعإووفيما ووتتا وويااغاىفإوولمخاوو  تا روولخانيووحلخااهطووحلخاىووفالااوجلخاؼوومإ ااووت اذإووصجلخاىووىغاخدإواي
بضمغاعإعإما13 
                                                                 
11
Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, „Ilmu al-Maqashid al-Syari‟ah, (Riyadl: Maktabah al-
‟Abikan, 2001), 41.  
12
Sharaf al-Dîn al-Mûsawî, al-Naş wa al-Ijtihâd (Beirut: Muassasah li al-A'lamî, 1996). 97.  
13„Abd. al-Rahman Shalih Babakar, al-Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah,  (Ttp. Tp. 2002), 17. 
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“Kedatangan para sahabat setelah Rasul Allah saw adalah sebagai penjaga hukum Allah, 
peminmpin umat dan mereka bertindak sesuai dengan cara yang jelas, seperti yang digariskan 
oleh Rasul Allah, khususnya. Dan, mereka pun menghadapi berbagai problem kehidupan, 
dan berbagai peristiwa baru yang terjadi. Karenanya, mereka berusaha semaksimal mungkin 
dalam melakukan penyimpulan hukum setelah mereka menermukan rahasia-rahasia hukum. 
Mereka sadar, bahwa hukum Islam adalah hukum yang abadi, dan mereka menyakini tujuan-
tujuan yang tertuang di dalamnya, menghilangkan kesulitan serta mengarahkan menuju cara 
yang benar dengan metode yang mudah. Mereka juga meyakini bahwa pemahaman terhadap 
syari‟ah tidak hanya bertumpu pada nash-nash yang “kering” sehingga akan terjatuh pada 
kesulitan. Padahal Allah swt telah menjelaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mudah 
dan tidak menyulitkan.” 
Begitu pula ketika masa tabi‟in, mereka bergerak dan melangkah pada jalan 
yang telah dilalui oleh para sahabat dalam menggunakan maqâshid syariah untuk 
menyelesaikan masalah-masalah baru pada masa ini masih sama dengan masa 
sebelumnya. Hanya saja, paradigma tidak dibarengi dengan kesadaran untuk 
membukukan ilmu ini sehingga menjadi khazanah umat berikutnya agar mudah 
dipelajari. Dengan demikian, fakta historis yang diperankan oleh para shahabat dan 
tabi‟in dalam mengaktualisasikan maqashid benar-benar menjadi realitas sejarah 
dinamika intelektul sekaligus epistemologi hukum Islam.  
Selanjutnya, eksistensi maqashid mendapat perhatian para pemikir Islam seperti 
al-Hakim al-Tirmidzi, seorang sufi yang filsuf, melalui bukunya yang berjudul “al-
Shalatu wa Maqasiduha”, “al-Haj wa Asraruhu”, “al-„Illah”, “„Ilal al-Syari‟ah”, “„Ilal al-
„Ubudiyyah” dan “al-Furuq.” Selanjutnya diteruskan oleh Abû Manshûr al-Maturidi (w. 
333) terutama melalui karyanya yang bertitelkan “Ma‟khad al-Syara‟” lalu muncul Abu 
Bakar al-Qaffal al-Syasi, seorang intelektual hukum Islam generasi awal di kalangan 
mazhab al-Syafi‟i, melalui karyanya berjudul “Ushul al-Fiqh” dan “Mahasin al-Syari‟ah.” 
Setelah berlalunya diskusi maqâshid di tangan imam al-Qaffal, muncul salah seorang 
ulama bermazhab Maliki, yaitu Abu Bakar al-Abhari, dan karya terpenting beliau 
adalah “Kitab al-Ushul”, “Ijma‟ Ahl al-Madinah”, “Masalatu al-Jawab wa al-Dala‟il wa al-
„Ilal” dan yang terakhir inilah yang mendiskusikan tentang maqâshid.14  
Pasca al-Abhari, diskursus maqâshid diteruskan oleh imam al-Baqillani (w. 403), 
dengan ornamen-ornamen baru dan lompatan signifikan dalam ushul fiqh dengan 
memperluas ruang lingkup ushul al-fiqh secara konprehensif dan sampai pada level al-
tamazzuj (akulturasi) dan al-tafa‟ul (perkawinan) dengan ilmu kalam.15 Karya beliau 
yang berjudul Mas‟alah al-Jawab wa al-Dalail wa al „Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi 
Tartib Thuruq al-Ijtihad.
16  Setelah itu, Imam al-Syafi‟i (W. 204 H) melalui karyanya 
                                                                 
14Ahmad Raisuni, Nadhariyyat al-Maqashid „Inda al-Imam al-Syathibi, 44. 
15Asmuni Th, “Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik 
yang Dinamis”, dalam Jurna al-Mawarid, Edisi XIV, 2005, 157.  
16Ahmad Raisuni, Nadhariyyat al-Maqashid „Inda al-Imam al-Syathibi, 46.  
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yang sangat populer “al-Risalah.”17 Bahkan Ahmad Wafaq  Imam al-Syafi‟i sebagai 
orang pertama yang meletakkan maqâshid.  
ا ػايوشلخااووصانمابوو فاةتاةاطلإوص ا ووػ ايوىأا ووطل اراوو تااواىاداووض يسا ايوو ابوفتاخوومااوو لااغ ا
داوغ ا ووطاط اخو خااهٌبوسلخاخفاولخاهون اا  وسلخااووبغاخو ا وػلخاايوفخاللخااةاميوحلخا اوممىاءاوا ػلخاخووم
اخووما ػايوشلخااووصانماراوبسغخا وػيااٍوولأاىوفاب نبو ااوومايعفاوشلخا اوم اةتااوو تااوججًلا يي اوشلخا
اعااي اىىغاا ماماات اداض ي اب خيماىىغتب، وتلخاىفالااطنلخاا 18 
Selanjutnya adalah Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (W. 365 H), 
melalui “Mahâsin al-Syariah” sebuah karya yang mendapt pujian dari Ibnu al-
Qaiyim,19 Imam Haramain (W. 478 H) melalui kitabnya “al-Burhan” dengan konsep 
"al-ghardlu" dan "al-aghrâdlu," Imam al-Ghazali (W. 505 H) melalui "Syifa' al-Ghalil" 
dan al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul"20 imam al-Râzi (w. 606 H), “al-Mahshul,” Imam al-
Âmidi (w. 631 H) melalui “al-Ihkam fi Ushul al-Ahkâm”, „Izz al-Din bin „Abd. al-
Salam (w. 660 H), dalam “al-Qaw‟id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam.”21 Imam al-Qarafi 
(w. 684 H) dalam “Nafais al-Ushul”, “Syarh al-Mahshul”, “al-Furuq”, “al-Ihkam fi 
Tamyiz” “al-Fatawa „an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wal Imam.” imam najam al-din 
al-thûfi (w. 716 H), melalui konsep maslahat-nya teleh menyeretnya menjadi 
perbincangan krusial dikalangan para ulama melalui “al-Ta'yîn fî Sharh al-Arba‟in.”22 
Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam “Majmu al-Fâtawâ”, “Minhaj al-Sunnah”, “Bayan al-
Dalil” dan beberap kitab lainnya; Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), melalui 
“I‟lam al-Muwaqi‟in „An Rab al-„Alamin” dan Imam Syatibi dalam kitabnya al-
Muwafaqat. Sebagai catatan tambahan, bahwa selain di kalangan Sunni yang 
membahas tentang maqâshid, di kalangan Syi‟ah juga terdapat beberapa yang dapat 
disebut di sini, yaitu al-Syaikh al-Shaduq (w. 381H), melalui karya yang bertitelkan 
“‟Ilalu al-Syarai‟ wa al-Ahkam”, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang “ta‟lil al-
ahkam” dari ulama-ulama Syi‟ah, dan al-„Amiri (w. 381 H) dalam kitabnya “al-I‟lam bi 
Manaqibi al-Islam.”  
Sungguh pun demikian, perubahan yang terus berkembang dan tantangan 
keilmuan yang semakin dinamis, para sarjana Islam pun terus mengembangkan teori 
maqâshid seperti di era kontemporer, Thahir Ibnu „Asyûr (w. 1393 H), melalui 
karyanya yang berjudul “Maqâshid al-Syari‟ah,” „Alal al-Fasi menulis dengan judul 
                                                                 
17Ahmad Wafaq bin Mukhtar, Maqashid al-Syari‟ah „Inda al-Imam al-Syafi‟i,  (Kairo: Dar al-
Salam, 2013), 91. 
18Ahmad Wafaq bin Mukhtar, Maqashid al-Syari‟ah, 86-87. 
19Ahmad Raisuni, Nadhariyyat al-Maqashid „Inda al-Imam al-Syathibi, 43-44. 
20al-Yubi, Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqatuha, 53-54. 
21Ahmad Raisuni, Nadhariyyat al-Maqashid, 57-65. 
22Ahmad Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial 
(Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2004), 54.  
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“Maqshid al-Syari‟ah wa Makarimuha” Ahmad al-Raisuni melalui karyanya yang 
berjudul “al-Maqâshid „Inda al-Imam al-Syathibi,” „Umar Sulayman al-Asyqari yang 
menulis “Maqâshid al-Mukallafin Fima Yuta‟abbadu Li Rabbihi al-„Alamin”; Muhammad 
Sa‟ad bin Ahmad bin Mas‟ud al-Yubi “Maqâshid al-Syari‟ah wa „Alaqatuha bi al-Adillah 
al-Syar‟iyah”, dan “Ithaf al-Maqâshid bi Nazhmi Ahkam wa Qawa‟id al-Maqâshid.” al-
Hakim al-Muthabbib dengan judul “Irsyad al-Qashid Ila Asna al-Maqshid”; Nur al-Din 
bin Mukhtar al-Khadimi yang bertitelkan “al-Ijtihad al-Maqâshid Hujjiyatuhu, 
Dhawabituhu, Majalatuhu”, Musfirin bin „Ali al-Qahthani, “al-Istidal bi Maqâshid al-
Syari‟ah fi al-Nawazil al-Mustajidah”, Dr. Mas‟ud Falusi, “al-Bu‟du al-Mqashidi li al-Waqfi 
fi al-Fiqh al-Islam”, Dr. Sa‟id Fikrah, “al-Tarjih bi al-Maqâshid Dhawabituhu wa Atsaruhu 
al-Fiqhi”, Hammadi al-„Ubaydi, “al-Syathibi wa al-Maqâshid al-Syari‟ah”, Yusuf al-
„Alami melalui “al-Maqâshid al-„Ammah Li al-Syari‟ah al-Islamiyah” „Abd. Al-Rahman 
Shalih Babakar “Falsafah al-Maqâshid fi al-Syari‟ah al-Islamiyah”, Zaynab al-„Ulwani; 
“al-Maqshid „Inda al-Mu‟ashirin”, Walid Hasyim Kurdi al-Shamidiyi; “al-Wasthiyah fi al-
Maqâshid”, Samih „Abd. al-Wahhab, “Ahamiyah al-Maqâshid fi al-Syari‟ah wa Atsaruha fi 
Fahmi al-Nushush wa Istinbath al-Ahkam”, Muahmmad Habib Ibnu Haujah “Syaikh al-
Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir Ibnu „Asyur Wa Kitabuhu Maqâshid al-
Syari‟ah”, Jasir „Audah menulis dengan judul “Maqshid al-Syari‟ah „Inda al-Syaikh al-
Qardhawi” dan “Maqshid al-Syari‟ah Falsafah Li al-Tasyri‟ al-Islami Ru‟yatun 
Manzhumiyah”; Thaha Jabir al-„Ulwani; “Maqâshid al-Syari‟ah”, Zayd bin Muhammad 
al-Rumani “Maqâshid al-Syari‟ah al-Islmiyah”, dan Jamal al-Din „Athiyah, melalui 
karyanya yang berjudul “Nahwa taf‟ilyah al-Maqâshid.”  
Pendapat-pendapat para ahli-ahli di atas, tentu membuka cakrawala berpikir 
kepada siapa saja yang konsen terhadap konsep kemashlahatan yang hakiki bagi 
kemanusiaan dengan mengedepankan hukum syara' demi moderasi dan 
keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.   
Maqashid; Metode dalam Hukum Islam 
Sebagai suatu metode, maqâshid al-syarî'ah memberikan suatu perspektif 
penalaran dalam memecahkan persoalan hukum Islam, terutama hukum-hukum 
mu'âmalah di tengah kehidupan keagamaan umat yang plural. Untuk sampai kepada 
upaya-upaya tersebut, maka untuk mengimplementasikan maqâshid al-syarî'ah sebagai 
metode penalaran hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini.  
Pertama, dalam meng-istinbâth (menyimpulkan) hukum Islam yang mesti 
dilakukan oleh seorang mujtahid perlu mempertimbangkan tujuan hukum (maqâshid) 
yang dikandung dalam al-Qur‟ân maupun al-Sunnah, bukan huruf dan aksaranya, 
tetapi tujuan hukum itu sendiri yang harus menjadi aksis utamanya. Dalam hal ini 
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adalah bagaimana memahami dan memformulasikan cita-cita etik-moral hukum dari 
suatu ayat, dan bukan semata-mata legislasi spesifik atau formulasi literalnya.23 
Dengan kata lain, maqâshid al-syarî'ah atau cita-cita etik hukum itulah yang harus 
digali dan diperhatikan ketika menetapkan atau mengambil kesimpulan hukum, baik 
yang tertuang dalam ayat atau konteks suatu ayat.  
Namun, konteks yang dimaksud adalah bukan konteks personal yang 
partikular (juz'î) melainkan konteks impersonal yang universal (kullî). Dalam konteks 
ini, bukan sekedar melihat asbâb al-nuzûl (sebab-sebab turunnya ayat) dalam 
pengertian klasik, tetapi maqâshid al-syarî'ah.24 Penekanan terhadap penggunaan 
maqâshid ini diaktualisasikan melalui ungkapan "al-'ibrah bi al-maqâshid lâ bi al-fâzh" 
(yang harus dipegang dalam menetapkan hukum adalah maqâshid-nya, bukan lafaz 
harfiyah suatu teks).25 Jadi, suatu ungkapan (dalam ayat al-Qur'ân dan al-Hadîts) 
yang harus dipertimbangkan adalah keumuman tujuan syarî'ah bukan tergantung 
pada nash-nash (teks-teks) yang spesifik semata. 
Secara epistemologis, tawaran teoretis tersebut bisa diartikan sebagai 
peringatan terhadap penggunaan teks literal yang terlalu berlebihan, sehingga 
mengabaikan substansi teks itu sendiri. Keberpegangan yang berlebihan pada bunyi 
teks akan mengabaikan tujuan teks itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh al-
Raysûnî, ketika mengatakan sebagai berikut: 
لوووونفااووووض طفي اافيفاحواهروووو تاخأ اذإوووصجلافاااوووو   ػ اهروووو تاخأخاا اووووف ااغا ووووماااووو مااتالاووووع
ا اوووٌ  ا يوو  اا  وووصس  ا اوو احووورقجواالااووطنلخا اووو ا سووقطفابوووحجفافااووجطػمانوووتاياافاووصانما
ا اقلمخاءردااحلاصلمخاب  واعراشلخااصانماهطنح اىفايعبالخا افخي ما 26 
“Nash-nash (teks-teks), apabila diambil (pemahamannya) dari segi lahir (zhâhir) dan hurup-
hurupnya saja, niscaya akan menyempikan cakupan (ungkapan)-nya dan sedikitlah 
kontribusinya. Dan apabila yang diambil 'illat dan maksud-maksud teks (makna terdalamnya), 
niscaya nash-nash itu akan menjadi sumber pengetahuan yang tidak akan pernah hilang 
maknanya, terbukalah pintu penalaran analogis (al-qiyâs) dan melapangkan pintu 
kemaslahatan (al-istishlâh), serta hukum-hukum itu sendiri akan berlaku secara alami dalam 
merealisasikan tujuan-tujuan al-syâri', menarik mashlahat dan menolak mafsadat.” 
Dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer, biasanya para 
teoretisi hukum Islam berpegang pada kaedah hukum yang berbunyi.  
بةسلخاذإصووافاظق لخا إاػ ا و ػلخا 27 
                                                                 
23Abdul Muqsith Ghazali, "Merancang (Kaidah) Ushul Fikih Alternatif", 358. 
24Ibid. 
25Ibid.  
26
al-Raysûnî, Nazhariyat al-Maqâşid, 360.   
27
al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986),  273.  
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“Yang dipegangi (standar dalam menentukan hukum) adalah keumuman suatu lafazh (ayat al-
Qur‟ân atau al-Hadîts), bukan sebab khususnya.” 
Menurut al-Zuhaylî, kaedah ini telah dijadikan pegangan oleh hampir seluruh 
sarjana ushûl al-fiqh dan kaedah tersebut telah memberikan petunjuk kuat untuk 
mengarahkan kepada keharusan setiap orang dalam menetapkan suatu hukum 
dengan tetap berpijak atau merujuk kepada harfiah (zhâhir) suatu lafazh (nash). 
Kebanyakan teoretisi hukum Islam (ushûliyûn) berpendapat, “lafazh 'âm (yang 
diungkapkan dalam nash) muncul (terjadi) karena (adanya) sebab khusus, baik karena 
adanya pertanyaan atau karena terjadinya suatu peristiwa, atau selain dari keduanya. 
Namun, sifat keumuman (lafazh) itu tetap tidak berubah, karena lahiriah suatu lafazh 
dan tidak boleh dikhususkan karena adanya sebab tertentu. Inilah yang dimaksudkan 
"yang harus dipegangi adalah keumuman lafazh, bukan karena adanya sebab khusus." 
Argumen untuk menyatakan keumuman itu adalah nash pembuat hukum, bukan 
karena pertanyaan atau sebab tertentu.28 
Secara garis besar, kaedah ini menyatakan bahwa jika nash-nash syara' yang 
menggunakan sighat 'âm, maka yang harus diikuti adalah apa yang ditunjukkan oleh 
sighat 'âm tersebut, tanpa memperhatikan sebab-sebab khusus yang dituangkan oleh 
nash, baik sebab itu berupa pertanyaan atau peristiwa. Dalam hal ini umat manusia 
berkewajiban mengikuti nash yang dituangkan menurut sighat-nya. Dengan demikian, 
dalam perspektif kaedah tersebut umat Islam hanya mempunyai satu pilihan, yaitu 
mengikuti bunyi teks (harfiyah) suatu nash. Dengan menggunakan kaedah tersebut, 
aspek asbâb al-nuzûl tidak menentukan, yakni tidak mengubah sifat keumuman dari 
suatu sighat 'âm yang ada dalam nash syara' dan yang harus dipegang adalah lahiriyah-
nya suatu nash (teks).  
Selanjutnya, kaedah ini mengajarkan bahwa suatu nash yang menggunakan 
redaksi umum, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan nash tersebut, 
sekalipun nash tersebut hadir dalam konteks untuk merespons suatu peristiwa yang 
khusus, atau dalam istilah Muqsith, “pasrah pada keumuman lafazh hanya 
menyebabkan kita senantiasa berada dalam “kerangkeng” makna linguistik.” 29 Cara 
pandang seperti ini bukan saja dapat mengabaikan realitas kemanusiaan dan realitas 
sejarah, namun juga teks itu sendiri telah mensubordinasikan pengalaman riil 
manusia. Disadari atau tidak, langsung maupun tidak langsung, kaedah tersebut telah 
menempatkan partikularitas pengalaman riil kehidupan manusia berada di bawah 
supremasi teks (al-Qur‟ân atau al-Sunnah), dan konsep semacam ini, secara tidak 
                                                                 
28Ibid. 
29Muqsith, "Merancang (Kaidah), 359. 
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langsung, berlawanan dengan prinsip dasar dalam agama di mana manusia diletakkan 
pada posisi yang begitu tinggi.30  
Secara metodologis, kaedah ushûl al-fiqh klasik tersebut setidaknya akan 
berakibat pada dua hal (1) kaedah ini terlalu banyak berkonsentrasi dan bergerak 
pada medan semantik dan menepikan peran asbâb al-nuzûl (historisitas suatu teks). 
Implikasinya, para pengguna kaedah ini kerap terjebak kenaifan; (2) dengan kaedah 
ini akan mensubordinasikan realitas ke dalam bunyi teks. Jadi, yang dituju oleh 
kaedah tersebut adalah kebenaran suatu teks dengan konsekuensi mengabaikan 
konteks historis (al-siyâq al-târikhî) yang mengitarinya. Dengan kaedah ini, konteks 
akan dipandang atau didudukkan pada posisi sekunder.31 Berdasarkan kaedah ini 
pula, segala jenis diskursus kebahasaan seperti qath'î-zhannî, muthlâq-muqayyad, 
muhkam-mutasyâbih hanya merupakan upaya untuk menegakkan otoritas teks (nash) 
semata. Dalam situasi penalaran seperti ini akan melahirkan apa yang disebut dengan 
"otoritarianisme”32 penafsir.33 
Dalam konteks kekinian perspektif pemahaman terhadap maqâshid sebagai 
salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam adalah untuk mengetahui dan 
menimba serta memperoleh prinsip-prinsip dasar Islam. Karena itu, ketika hukum 
telah sampai kepada maqâshid-nya, maka teks-teks tersebut harus dilepaskan dari 
konteks ke Arabannya yang awal (dekontekstualisasi) untuk kemudian dilakukan 
rekontekstualisasi, yaitu melabuhkan prinsip-prinsip dasar Islam di belahan bumi 
non-Arab. Jadi, kontekstualisasi, diskontekstualisasi, dan rekontekstualisasi 
merupakan mekanisme kerja penafsiran sepanjang masa.34 Ada beberapa contoh 
yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum baik mu'âmalah-jinâyah dan lainnya, misalnya, 
tentang hukuman (had) terhadap pelaku pencurian. Dalam al-Qur‟ân disebutkan: 
                                                                 
30Ulil Abshar Abdalla, "Menghindari Bibliolatri” Tentang Pentingnya Penyegaran Kembali 
Pemahaman Islam" dalam Kamaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. ed., Negara dan Civil Society 
Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 2005), 67. 
31Muqsith, "Merancang (Kaidah), 360.  
32Menurut Amin Abdullah, otoritarianisme adalah tindakan seseorang, kelompok atau 
lembaga yang "menutup rapat-rapat" atau membatasi Keinginan Tuhan (the Will of the Divine), atau 
keinginan terdalam maksud teks dalam suatu batasan ketentuan tertentu, dan kemudian menyajikan 
ketentuan-ketentuan tersebut sebagai sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, final, dan merupakan 
hasil akhir yang tidak dapat dibantah. Amin Abdullah, “Kata Pengantar Pendekatan Hermeneutika 
dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan.” dalam Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih 
Otoriter ke Fikih Otoritatif. ter. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2004), xiii.  
33Penafsiran yang “cendrung otoriter”, misalnya dapat dibaca dari karya-karya tulis seperti 
karya Hartono Ahmad Jaiz, misalnya, dalam buku Ada Pemurtadan di IAIN (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2006); Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003); Menangkal 
Bahaya JIL dan Fiqh Lintas Agama (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004). Adian Husaini, dalam Islam 
Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), dan Luthfi 
Bashari dalam Musuh Besar Ummat Islam (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003).  
34Muqsith, "Merancang (Kaidah), 359. 
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 اخما ًتاابسىاااواءخايااضلافتاخإػامافا مراسلخاالراسلخا.
35 
“Laki-laki dan perempuan yang mencuri hukumannya adalah potong tangan keduanya, 
sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan siksaan dari Allah.” 
Artinya, dengan tidak melihat sejarah turunnya (asbâb al-nuzûl) ayat tersebut, pada 
tataran aplikasi, mau tidak mau, bunyi teks ayat tersebut harus diaktualisasikan dalam 
konteks masyarakat yang berbeda pula, meskipun ayat tersebut diturunkan dalam 
konteks masyarakat Arab dulu.36 Di sinilah, unsur historisitas atau latar turun ayat 
tersebut memang tidak digunakan. Meskipun demikian, bagi sebagian orang, justru 
dengan mempertahankan bunyi teks ayat tersebut dipandang sebagai cara untuk 
menyelesaikan kasus sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini adalah mencegah 
terjadinya tindak pidana kejahatan yang merupakan wujud maqâshid al-syarî'ah itu 
sendiri. Dalam "al-Tasyrî' al-Jinâ'î", 'Abd al-Qâdir 'Awdah misalnya, melihat 
pentingnya penerapan ayat tersebut secara tekstual, bukan saja karena ayat tersebut 
(secara lafzhi) memang harus dilakukan, tetapi juga adanya kebutuhan, di mana 
ketentuan ayat tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman masyarakat dari 
bencana kejahatan yang merupakan wujud dari maqâshid al-syarî'ah itu sendiri. 'Awdah 
berkata sebagai berikut: 
انوومامالااو تاوووا ا يواػلا ووت اا طم و  ا ػايوشلخاىووفا ميوسلخا ووبإنغا وط غانووماما رولخالااو اس
ىووووفايووووسلخا ووووت ااة ااوووت ااووووجلماغا  ووووشثا إووووفاخووووما ميووووسلخا ووووبإنغا وووط غااىووووفا ميووووسلخا ووووبإنغا اوووو ت
اتيصغاىفادا حلخاىفا خيفاوا ا ا تاحجج اا  ػيا رلخايسلخاإفاااافاما طم   ا ػايشلخ.37 
Dasar yang menjadi pijakan diterapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan pencurian dalam 
hukum Islam (sesuai dengan bunyi literal ayat. pen), dan menurut saya, ini merupakan dasar 
yang terbaik pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan pencurian dari sejak dulu sampai 
sekarang di dunia Islam. Dan itulah rahasia kesuksesan sanksi (pidana Islam) bagi pelaku 
kejahatan pencurian dalam hukum Islam sejak dulu, sebuah rahasia (makna) yang dapat 
dilihat adalah di Hijaz (baca. Arab Saudi) pada era sekarang ini. 
Jika argumen 'Awdah tersebut benar, maka substansi (maqâshid) dari bunyi 
tekstual ayat hukum tersebut adalah terciptanya suatu kondisi masyarakat yang 
aman. Ini berarti bahwa mempertahankan bunyi teks tidak semata-mata 
mengabaikan makna substantif suatu ayat. Dengan demikian, dapat dipastikan 
bahwa argumen apapun dalam konteks penganut pendekatan literal, kaedah ushûl fiqh 
                                                                 
35al-Qur'ân, 5: 38.  
36Lebih jauh. Lihat Abî al-Hasan „Alî bin Ahmad al-Wâhidî, Asbâb al-Nuzûl, tahqîq, al-Sayid 
al-Jumaylî (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1991), 159. Lihat pula. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Asbâb al-
Nuzûl al-Musammâ Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl (Beirut: Muassasah al-Kitâb al-Tsaqâfiyah, 
2002), 107. 
37Abd al-Qâdir 'Awdah, al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranân bi al-Qânûn al-Wadl'î, 1, (Beirut: 
Muasasah al-Risâlah, 1992), 652-653.  
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masih relevan bagi mereka. Mencermati pandangan kaum literalis di atas, 
ssungguhnya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap nash literal agama terkandung 
maqâshid atau dalam ungkapan Ibn Hazm: 
اخوووغاخديوو ما  ووًلخا ويووصسلاواف اٍوولأاق،وولاا وو اجفيػيامااووج،  فااووت ااووجغابوو اغاعراووشلخااووصنماة 
أثاػلمخاؼب   38 
“Sesungguhnya, maksud Syâri' (Tuhan) misterius bagi kita sehingga Ia menjelaskannya 
sendiri. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali melalui firman yang jelas yang terlepas dari makna-
makna yang lain”. 
Atas dasar inilah, kaum literalis Islam akan dengan segara menolak argumen 
penalaran untuk menjelaskan ketentuan hukum suatu nash karena suatu nash hanya 
dapat diterangkan oleh nash itu sendiri.39 Terlepas dari perbedaan pandangan dalam 
melatakkan maqâshid, tetapi dengan mengambil contoh kasus ayat tentang pencurian 
di atas, misalnya, ayat tersebut tidak dapat diterapkan secara tekstual dalam konteks 
Indonesia,40 sebab Indonesia dengan Arab berbeda. Secara geografis, jazirah Arab 
merupakan tanah yang tandus dan gersang berupa lembah yang dikelilingi oleh 
gunung-gunung. Karena kondisi tanah yang tidak subur ini, masyarakatnya lebih 
senang melakukan perdagangan sebagai mata pencaharian pokok. Perdagangan 
mereka pun tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dalam lingkup "internasional" dan 
harta mereka pun berlimpah.41  
Dalam kondisi semacam ini, tentunya akan membangkitkan gairah para 
pembegal dan perampok yang menjadi kebanggaan penjahat Arab saat itu. Oleh 
karena itu, adalah sangat rasional jika al-Qur‟ân memberi hukuman kepada para 
perusuh dan pengacau keamanan yang kadangkala disertai dengan merampas harta 
dengan hukuman berat sebagaimana yang ditentukan oleh al-Qur‟ân,42 dan pada saat 
itu memang tepat karena kejahatan yang merajalela hanya dapat ditanggulangi 
dengan hukuman yang keras sehingga menyebabkan orang merinding dan takut 
mendengarnya. Dengan mencermati kondisi sosial masyarakat Arab seperti di atas, 
wajar bila al-Qur‟ân menetapkan hukuman yang berat sebagaimana disebutkan 
dalam surat al-Mâ'idah: 38 di atas. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia sekarang 
                                                                 
38
Abû Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah, 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 
tt), 297. Lihat. Muhammad Thahir bin „Âsyûr, Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah (Kairo: Dâr al-Salâm, 
2005), 19-20.   
39Ibn Hazm, al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, 3 (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Iliyah, tt.), 530. 
40Mungkin saja, Negara-negara seperti Pakistan, Sudan, atau Negara-negara yang menjadikan 
agama sebagai bagian dari Undang-undang Negara, tentu saja ayat tersebut dapat diberlakukan, 
seperti di Negara-negara Timur Tengah. 
41Di dalam al-Qur'ân disebutkan, “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka 
bepergian  pada musim dingin dan musim panas.” al-Qur'ân, 106: 1-2. 
42al-Mâ‟idah: 33. 
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serta memperhatikan kondisi sosial-geografis saat diturunkannya ayat tersebut, 
penekanan terhadap makna substantif atau kemungkinan membuka makna atau 
bentuk arti lain, tanpa harus dipahami secara tekstual-literal, menjadi terbuka. Dalam 
hal ini, menarik sekali saran dari Ibn Qayyim yang mengatakan: 
ا ووفاٍطسقسووسياٍواط م اووواغاخوما وويراوءاووياخأ ا و اويوواغاَإو ابووسًلخاىووفاَإونجلمخاىووىغااوا  افا
اىوفارإيرولمخااواو وافيوغاةادا و ا وطسفتاا وط غاليي وفالاو وافيوغاخوغا  و ااواو وافيوغاىىغالي  
تاهفإووووونجلمخاىوووووىغادإوووووا لخااحوووووويخإلخاهوووووحلخإفاخرووووو فا خإلاوووووماٍوووووبسىا وووووو يااخفاووووولخاىوووووفاَ وووووعاخاوووووو
 ةاعالمخاك سلخااةاا سلمخاءاا غاصاناو43 
 “Dan janganlah anda terlalu terpaku pada teks-teks yang terdapat dalam kitab-kitab 
sepanjang umur Anda. Jika ada seseorang datang kepadamu dari luar daerah Anda lalu 
menanyakan tentang suatu hukum, maka janganlah Anda memperlakukan keputusan hukum 
menurut tradisi Anda, tetapi tanyakan lebih dahulu tradisinya, baru kemudian Anda putuskan 
dengan mempertimbangkan tradisi dia dan bukan menurut tradisi Anda atau atas dasar kitab-
kitab Anda. Menurut ulama, ini cara yang benar dan jelas. Dan jika Anda jumud, maka Anda 
telah sesat dan tidak mampu memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal (al-
Salaf)”. 
Pandangan Ibn al-Qayyim di atas mengesankan bahwa dalam upaya 
menetapkan suatu hukum hendaknya memperhatikan kondisi sosial, budaya dan 
bahkan juga geo-politik suatu daerah (negara), sehingga apa yang menjadi tujuan 
hukum itu dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks ini, pendekatan dalam 
pembacaan teks-teks agama, terlebih lagi teks-teks yang merupakan produk sarjana 
Islam dimungkinkan dilakukan penafsiran-penafsiran baru. Di antara penafsiran 
baru itu adalah dengan memberikan pemahaman yang menekankan pada tujuan 
ditetapkannya hukum itu sendiri atau maqâshid al-syarî'ah. Oleh karena itu, sudah 
saatnya mengembangkan suatu pemahaman yang menekankan pada substansinya, 
bukan legal formalistiknya suatu nash hukum. Dalam bahasa Muqsith, “kejarlah 
maqâshid al-syarî'ah dengan pelbagai cara, tanpa terlalu banyak terpesona terhadap 
keindahan suatu teks. Sebab keterpsesonaan merupakan tindakan ideologis yang 
hanya akan menumpulkan kreativitas dalam pencarian makna objektif dan 
pentingnya memahami latar belakang turunnya ayat.”44 Pencapaian atas makna 
substanstif akan meniscayakan adanya analisa yang bukan hanya terhadap struktur 
kalimat saja, melainkan yang justru fondasional adalah analisis kelas dan struktur 
sosial dan budaya yang melingkupi sejarah kelahiran teks.  
Kedua, meletakkan mashlahat sebagai payung hukum. Sesungguhnya hukum 
Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-
mashâlih) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (dar'u al-mafâsid). Paradigma ini 
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 Ibn al-Qayyîm, I'lâm al-Muwâqi'în „an Rab al-„Âlamîn, (Bairût: Dâr al-Fikr, tt), 652. 
44Muqsith, "Merancang (Kaidah), 361.  
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oleh Muqsith Gazali dirumuskan dengan ungkapan "naskh al-nushush bi al-
mashlahat".45 "Kaedah" ini secara paradigmatik ingin menyatakan bahwa nash-nash 
apapun, baik dalam al-Qur'ân, al-Hadîth dan nash-nash lainnya dapat dibatalkan oleh 
mashlahat. Artinya, nalar mashlahat lebih kuat dijadikan sebagai hujjah daripada nalar 
teks (nash). Persoalannya, jika yang menjadi acuan adalah mashlahat, siapa yang 
berhak mendefinisikan dan memiliki otoritas untuk merumuskannya?  
Dalam hal ini, terlebih dahulu harus dipilah antara mashlahat individual 
(subjektif) dan mashlahat yang bersifat kolektif. Mashlahat yang bersifat individual 
(subjektif) adalah mashlahat yang menyangkut kepentingan individu, orang per orang, 
dan terpisah dengan kepentingan orang lain. Karena sifatnya subjektif, maka yang 
berhak menentukannya adalah pribadi yang bersangkutan.46 Sedangkan mashlahat 
yang bersifat sosial-objektif yang menjadi kepentingan orang banyak, maka otoritas 
yang memberikan penilaian adalah orang banyak juga melalui mekanisme syura 
untuk mencapai konsensus (ijmâ'). Sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses 
pendefinisian mashlahat melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat. 
Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup menentukan,47 dan inilah yang 
dimaksudkan oleh al-Qur‟ân: 
بضمطوا رإ ابفيمتا 48 
“Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. 
Sering disinyalir bahwa mashlahat yang diandaikan oleh manusia adalah 
mashlahat yang semu dan relatif, sementara mashlahat yang ditetapkan Tuhan melalui 
bunyi teks-teks harfiah nash adalah kemaslahatan hakiki. Manusia tidak memiliki 
otoritas untuk mempertanyakan dan menggugat kemaslahatan literal teks dan 
kewajiban manusia adalah mengamalkan dan mengimaninya secara sepenuh hati.49 
Padahal, lanjut Muqsith, sebagai spirit dari teks (nushûsh) al-Qur‟ân, kemaslahatan 
dapat berfungsi untuk mengontrol balik dari keberadaan teks dengan menganulir 
beberapa teks yang sudah tidak relevan. Dengan cara ini, cita-cita kemaslahatan akan 
senantiasa berkreasi untuk memproduksi formulasi teks keagamaan baru di tengah 
kegamangan dan kegagapan formulasi dan teks keagamaan lama.50  
Pertanyaanya selanjutnya adalah bagaimana kalau terjadi pertentangan antara 
mashlahat dengan nash. Kalau menggunakan paradigma ushûl al-fiqh, yang 
                                                                 
45Ibid.  
46Ibid., 362. 
47Ibid. 
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al-Qur'ân, 42: 38.  
49Muqsith, "Merancang (Kaidah), 362. 
50Ibid. 362-363. 
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dimenangkan (yang diambil untuk dijadikan argumen) adalah nash. Karena dalam 
nash itu sendiri sudah mencakup mashlahat. Kalaupun mashlahat yang diambil atau 
dimenangkan, mashlahat itu adalah mashlahat yang tidak bertentangan dengan nash 
terlebih lagi nash itu termasuk dalam nash yang qath'i al-dilâlah wa tsubût (yang pasti 
penunjukkan dan ketetapannya).51 Menurut Muqsith, yang dimenangkan adalah nalar 
mashlahat atau mashlahat mempunyai otoritas menganulir teks-teks suci. Hal ini dapat 
diketahui dari pembatalan demi pembatalan terhadap sejumlah ketentuan hukum 
Islam yang dikenal dengan istilah nasîkh-mansûkh dan semua pelajar Islam mesti tahu 
cerita tentang penganuliran beberapa syarî'ah Islam yang dipandang tidak lagi 
bersendikan kemaslahatan.52 
Karena itu, tidak mustahil bahwa sesuatu yang bernilai mashlahat dalam suatu 
tempat dan waktu tertentu, kemudian berubah menjadi mafsadat dalam suatu ruang 
dan waktu yang lain. Menrut Muqshit, bila kemaslahatan dapat berubah karena 
perubahan konteks, maka dapat saja Allah menyuruh berbuat sesuatu karena 
diketahui mengandung mashlahat, kemudian Allah melarangnya pada waktu 
kemudian karena diketahui di lapangan aturan-aturan tersebut tidak lagi 
menyuarakan kemaslahatan.53 Untuk memperkuat argumen ini, Muqshit mengutip 
pendapat Ibn Rushd yang mengatakan, bahwa hikmah (kemaslahatan) itu 
merupakan saudara kandung dari syarî'ah-syarî'ah yang telah ditetapkan Allah swt.54  
Dengan demikian, kemaslahatan yang merupakan realisasi dari maqâshid adalah 
fondasi paling pokok dari setiap perundang-undangan syarî'ah Islam. Ini bukan 
karena ajaran Islam yang memang perlu dicocok-cocokkan secara oportunistik 
dengan perkembangan kemaslahatan, melainkan tuntutan kemaslahatan itu secara 
objektif mengharuskan demikian, dan inilah yang disarankan oleh „Izz al-Dîn Ibn 
'Abd al-Salâm dengan mengatakan, “seluruh ketentuan agama diarahkan untuk 
sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia”.55 Jadi, kemaslahatan merupakan 
ajaran agama yang fundamental, tidak berubah, dan universal. Sementara wujud 
pelaksanaan cita kemaslahatan itu merupakan perkara agama yang fushûl (cabang), 
sehingga bisa berubah-ubah mengikuti perubahan alur sejarah dan peradaban. 
Sebagai yang ushûl, teks-teks agama yang demikian tidak boleh diubah dan dianulir.56  
                                                                 
51Lihat. al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh, 2, 801. 
52Muqsith, "Merancang (Kaidah), 363. 
53Ibid. 
54Ibid. 363. 
55Ibid. 364. Bandingkan. al-Raysûnî, Nazhariyat al-Maqâshid, 67. 
56Muqsith, "Merancang (Kaedah), 364.  
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Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa nasakh tidak dapat dilakukan 
terhadap teks-teks universal, ajaran mana telah melintasi ruang dan waktu, mengatasi 
pelbagai etnis dan keyakinan57 seperti ayat yang berbunyi: 
َاػلاوا خإاًح اةتالااجلخاةاوابساً اخأخا 58 
“Apabila kamu memberikan keputusan hukum di antara manusia, maka putuskanlah dengan 
penuh keadilan”. 
اخإلاووووػعافتاىووووىغا إووووماةا حووو ابًجميوووو فافاالووووسنلاواءاا وووو ا اةامإوووماخإووووتإياخإووووجمتاخفروووولخااوووضل ف
 ةإ اػعاااواواب ا اة ا إن خاا إنس لا يمتاإفاخإلاغ  59 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena 
keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
Ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan tersebut disebut 
sebagai “al-ayât al-a'lâ qîmâtan” atau “al-ayât al-ushûliyât” (ayat-ayat yang fundamental), 
atau ushûl al-Qur‟ân, dan berkedudukan tinggi. Ayat-ayat seperti ini tidak boleh di-
nasakh60 karena me-nasakh ayat-ayat yang demikian itu, bukan saja berseberangan 
dengan semangat dasar Islam awal, melainkan juga bertentangan dengan logika 
nasakh sendiri.61 Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan mu'âmalah yang bersifat 
teknis seperti yang terdapat dalam al-Qur'ân disebut sebagai “al-ayât al-adnâ qîmâtan” 
atau “al-ayât al-furû'iyah” atau “fiqh al-Qur'ân” misalnya, ayat-ayat yang berkaitan 
dengan hudûd atau 'uqûbah, bilangan waris dan sejenisnya. Semua ayat yang termasuk 
dalam kategori ini terbuka kemungkinan untuk di-nasakh, sekiranya tidak efektif lagi 
sebagai sarana untuk mewujudkan kemasalahatan. Karena dalam sejarahnya, nasakh 
hadir untuk terus-menerus memperbaharui teks-teks agama yang tidak lagi 
merepresentasikan prinsip dasar Islam.62 Dengan demikian, dapat ditarik suatu 
pemahaman bahwa posisi otoritatif mashlahat menjadi begitu dominan dalam 
menetapkan ketentuan hukum Islam, meskipun ketentuan hukum itu telah 
mendapatkan justifikasi nash al-Qur'ân. Ahmad Khalaf Allâh dalam bukunya "al-
Harakah al-Islâmîyah al-Mu'âshirah" seperti dikutip Jamâl Sulthân yang mengatakan, 
"Mashlahat tidak hanya berubah-ubah mengikuti zaman pada perkara-perkara di 
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58
al-Qur'ân, 4: 58.   
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 al-Qur'ân, 5: 8. 
60Lihat. Amir Syarifuddin, Usul Fiqih, I, (Jakarta: Logos, 1999), 213-214. 
61Muqsith, "Merancang (Kaedah), 364. 
62Muqsith, "Merancang (Kaedah), 365. 
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mana tidak ada nash, tetapi juga kadang-kadang berubah pada perkara-perkara di 
mana ada nash".63  
Menurut Hasbi ass-Shiddiqiey, al-Qur‟ân dan al-Sunnah tidak menerangkan 
hukum-hukum yang disertai oleh keterangan yang menunjuk kepada keabadiannya 
itu akan di-nasakh. Setiap hukum yang akan di-nasakh, tentulah tidak akan disertai 
dengan keterangan yang menunjuk kepada keabadiannya. Dan nasakh itu pula tidak 
mengenai nash-nash yang mengandung hukum asasi yang tetap berlaku untuk segala 
zaman.64 Penjelasan Hasbi tersebut memberi pemahaman bahwa objek hukum yang 
dapat di-nasakh adalah hukum-hukum yang bersifat juz'î. Artinya, suatu nasakh hanya 
berlaku terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat parsial-partikular, bukan hukum-
hukum yang bersifat universal. Dengan kata lain, ayat-ayat yang partikular adalah 
ayat-ayat hukum yang di Madinah dan yang universal adalah ayat-ayat hukum yang di 
Makkah. Hasbi dengan mengutip pendapat al-Syâthibî menyatakan, “kebanyakan 
nasakh dilakukan di Madinah, karena hukum-hukum yang ditumbuhkan di Makkah 
bersifat kaedah kulliyâh. Kaedah kulliyâh itu tidak menerima nasakh. Yang menerima 
nasakh hanyalah hukum-hukum juz'iyâh.”65 Jadi, yang qath'î itu adalah ayat-ayat yang 
kullî, karena menurut al-Syâthibî dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-
kulliyâh al-khamsah termasuk dalil yang qath'î, maka ia juga dapat dikelompokkan 
sebagai qath'î.66 
Penting dicatat, meskipun dengan alasan nalar, mashlahat dapat membatalkan 
ketentuan teks-teks yang bersifat partikular (juz'î) dan demi kepentingan orang 
banyak atau sosial-objektif. Masalahnya adalah, mengklaim adanya suatu 
kemaslahatan demi kepentingan orang banyak, jelas harus memiliki ukuran-ukuran. 
Sebab, bisa jadi dalam kenyataan hidup, suatu kemaslahatan akan dipandang berguna 
bagi kebanyakan orang Islam, sementara kelompok yang lain memandang 
sebaliknya. Larangan pernikahan beda agama adalah demi menjaga prinsip maqâshid 
(hifzh al-dîn), sehingga MUI mengeluarkan fatwa pengharaman pernikahan beda 
agama. Selain itu, siapa yang menjadi objek kepentingan umum itu, apakah 
masyarakat (komunitas) muslim sendiri atau seluruh umat tanpa membeda-bedakan 
agama yang satu dengan yang lainnya. 
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Dalam banyak hal, seringkali terjadi kebuntuan dalam memaknai kepentingan 
umum. Sebagai contoh adalah bahwa dalam pandangan umat Islam peraturan-
peraturan hukum atau undang-undang yang berwajah syarî'ah sebagaimana yang 
banyak berlaku di beberapa daerah akhir-akhir ini, oleh sebagian umat Islam 
dipandang sebagai kepentingan umum, namun oleh sebagian umat Islam lainnya 
dipandang primordial yang tidak mengakomodir kepentingan orang banyak. Dengan 
demikian, sulit mengklaim istilah kepentingan umum (mashlahat) jika semata-mata 
dikembali kepada nalar. Itulah sebabnya, dalam kajian hukum Islam kemaslahatan 
harus dikembalikan kepada agama.  
Ketiga, “mengamandemen (membatalkan)” ketentuan-ketentuan "dogmatik" 
agama yang menyangkut urusan publik baik yang terdapat dalam al-Qur‟ân maupun 
al-Sunnah. Menurut Muqsith, ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan 
bunyi harfiyah teks ajaran, maka akal publik berotoritas menyempurnakan atau 
memodifikasinya. Penyempurnaan atau modifikasi ini dapat dilakukan dengan tanqîh 
(memilah-milah) yang berupa taqyid bi al-'aql (pembatasan dengan akal), takhshîsh bi 
al-'aql (pengkhususan dengan akal), dan tabyin bi al-'aql (penjelasan dengan akal), yang 
secara metodologis dirumuskan dengan ungkapan "tanqîh al-nushûsh bi al-'aql al-
mujtma'".67 
Untuk mendukung argumennya, Muqsith mengambil contoh kebijakan kedua 
ormas Islam terbesar Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang tidak setuju dengan 
formalisasi syarî'ah. Ini artinya NU dan Muhammadiyah telah men-tanqîh (mensortir) 
ayat al-Qur'ân mana yang bisa dan tidak bisa diterapkan. Jadi, al-Qur'ân sangat 
mungkin untuk di-tanqîh bahkan di-nasakh. Itulah yang dimaksudkan dengan nasakh 
bi al-'aql. Artinya, akal mempunyai kewenangan untuk me-nasakh fiqh al-Qur'ân yang 
dalam ushûl al-fiqh itu diperbolehkan. Kalaupun diklaim adanya akal publik adalah 
keputusan bersama seluruh komponen bangsa ini, tanpa melihat agama, ras, dan 
aliran pemikiran keagamaan, yang dalam konteks Indonesia adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), menurut penulis lebih tepat. Namun, harus diakui bahwa 
akal publik itu sendiri sangat dipengaruhi oleh subjektifitas-subjektifitas individu. 
Tetapi, akal publik dibutuhkan untuk menghindari oligarki pendapat atau 
otoritarianisme dalam merumuskan dan memecahkan urusan publik.  
Di dalam ruang publik tidak boleh ada satu pihak atau golongan dalam 
masyarakat yang memaksakan pandangannya pada orang lain, karena mereka 
memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Otoritas nalar publik hanya berlaku 
terhadap ayat-ayat spesifik al-Qur‟ân maupun al-Hadîts yakni ayat-ayat yang bersifat 
teknis-partikular seperti ketentuan hukum hudûd, qishâsh, ta'zir dan lain-lain, yang 
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dalam literatur hukum Islam disebut sebagai fiqh, bukan syarî'ah yang sepenuhnya 
merupakan respons al-Qur‟ân terhadap kasus-kasus tertentu yang berlangsung dalam 
locus tertentu pula, yakni masyarakat Arab.   
Karena itu, ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ayat partikular (juz'î) atau 
fiqh al-Qur‟ân bersifat relatif dan tentatif, yang pada tataran implementasinya 
memerlukan penyempurnaan atau pembaharuan ketika ayat-ayat partikular (fiqh al-
Qur‟ân) tersebut hendak diuniversalisasikan tanpa melalui proses tanqîh harus 
dihindari. Sebab, membiarkan fiqh al-Qur‟ân persis seperti dalam bunyi harfiahnya 
akan mengantarkan al-Qur‟ân pada perangkap yang mematikan spirit dan elan vital al-
Qur‟ân.68 Dengan demikian, maqâshid al-syarî'ah bukan saja hanya digali melalui 
proses dilaektika antara umat Islam dengan teks al-Qur'ân per se (saja), melainkan 
juga sebagai hasil dari dialog yang bersangkutan dengan hati nuraninya di satu pihak, 
dan interaksi mereka dengan rialitas kehidupan di pihak lain.69 Penggalian hukum 
yang dihasilkan dari interaksi dengan teks dan juga dengan realitas sosial akan 
melahirkan kesadaran bahwa tujuan hukum Islam itu bukan hanya dapat ditarik dari 
bunyi teks, tetapi juga dari kesadaran kemanusiaan yang diwujudkan dengan 
bagaimana menciptakan keadilan, persamaan, kasih sayang, hak asasi manusia dan 
pluralisme, yang kesemuanya ini mencerminkan maqâshid al-syarî'ah.70  
Catatan Akhir 
Dengan berpijak pada nilai-nilai tersebut, maka kesimpulan hukum yang 
bersifat partikular dapat dianulir dengan hukum yang bersifat universal. Dengan kata 
lain, maqâshid al-syarî'ah merupakan sumber dari totalitas hukum Islam yang pada 
tataran implementatifnya dapat dijadikan sebagai paradigma pengambilan hukum 
Islam. Oleh karena itu, sekiranya ada satu ketentuan hukum Islam baik dalam al-
Qur'ân maupun al-Hadîth yang bertentangan secara substantif dengan maqâshid al-
syarî'ah, maka ketentuan hukum tersebut mesti direformasi demi logika maqâshid al-
syarî'ah.71 Mengakhiri uraian ini, perkenankan saya mengutip pernyatan akademis 
Walid Hasyim Kurdi al-Shamidiyi yang menyatakan. 
يووالخاإووفاالويووق فاا يووف اووواغاخومالوو خإسلخاىووىغاكوو ٌلمخا ووا اعراووشلخااوصنما ابطنسووسلمخاهووف
ا ووووفاروووو حط اا  خيوووصاخووووغابووووىاتااَاوووػلخاخووووغااوووو ا افخيووو  اىووووف انايووووزلخاةتاأ ا  ووو اءاوووويا رووولخ
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اخوووغاعاووانت ااخفاوولخا لبوولا د وولمخانيووحلخاخووما وووطفااووا فاافاووش لخافيوو اىووفااوومخا ووسبلخا حاووصم
 إ شلخاا إ لخاعاب  اخما طفاا فاَ حتسافي اىفاامتااداػلمخاىف ا وادا تلخ.72  
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